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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh realisasi pendapatan pajak yang belum optimal.
Selain itu, Kota Palembang juga masih berpotensi besar untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah melalui layanan perpajakan. Maka dari itu, Penelitian ini
bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pelayanan pajak daerah dalam rangka
optimalisasi pendapatan asli daerah Kota Palembang. Untuk mencapai tujuan tersebut,
Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N Dunn. Selanjutnya,
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan
data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian, data yang telah
dikumpulkan di analisis melalui beberapa tahap yaitu kondensasi data, penyajian data,
dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas pelayanan
yang masih mengalami kendala seperti SOP yang belum diperbarui dan hanya
dijalankan sebagai rutinitas tanpa inovasi, ditambah pemahaman petugas yang rendah,
menyebabkan layanan tidak sesuai standar dan kurang optimal. Efisiensi layanan juga
lambat karena kurangnya kemandirian dalam penggunaan teknologi informasi dan
ketidakhadiran pejabat terkait, meskipun tarifnya gratis, masyarakat tetap terbebani
biaya materai. Kecukupan fasilitas pengaduan, seperti website, belum berfungsi
optimal, menunjukkan pemanfaatan infrastruktur teknologi yang belum maksimal.
Perataan sarana dan prasarana cukup memadai, tetapi perilaku petugas yang kurang
ramah dan tidak konsisten memerlukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan.
Responsivitas dari produk layanan sudah sesuai kebutuhan, namun kurangnya
pelatihan petugas dan keterbatasan infrastruktur menghambat optimalisasi. Ketepatan,
prosedur layanan telah sesuai aturan, tetapi persyaratan tambahan yang tidak
tersosialisasi dengan baik menjadi beban administratif bagi masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi; Kebijakan Pelayanan Perpajakan; Optimalisasi PAD; Kota

Palembang
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ABSTARCT

This study is motivated by the suboptimal realization of tax revenue. Additionally,
Palembang City still holds significant potential to increase its locally generated
revenue through tax services. Therefore, this study aims to evaluate regional tax
service policies to optimize the locally generated revenue of Palembang City. To
achieve this objective, the study employs William N. Dunn's policy evaluation theory.
Furthermore, it utilizes a qualitative research approach, with data collected through
interviews, observations, and documentation. The collected data is analyzed through
several stages: data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The
findings reveal that the effectiveness of tax services faces challenges, such as outdated
SOPs that are implemented as mere routines without innovation, coupled with low staff
comprehension, resulting in substandard and less optimal services. Service efficiency
is also hindered by slow processes due to a lack of independence in utilizing
information technology and the absence of relevant officials, despite the services being
Jree of charge; citizens still bear additional costs for document stamps. Complaint
Jacilities, such as websites, are not yet fully functional, indicating underutilized
technological infrastructure. While the distribution of facilities and infrastructure is
adequate, the unprofessional and inconsistent behavior of service staff highlights the
need for competency improvement through continuous training. Service
responsiveness aligns with community needs, but the lack of staff training and limited
infrastructure obstruct optimal service delivery. Regarding accuracy, service
procedures comply with regulations, but additional requirements, such as statements
in specific conditions, create administrative burdens for citizens due to inadequate
socialization.

Keywords: Evaluation; Tax Service Policy; Optimization of Local Revenue;
Palembang City
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Universitas Sriwijaya

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengesahan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diamandemen oleh UU No 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) menjadi
sinyal adanya perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan pusat dan
daerah. Pemerintah Daerah diberikan otoritas yang lebih besar dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedepankan
prinsip otonomi yang konkret, dinamis dan bertanggung jawab.

Tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah
kepada masyarakat, memfasilitasi peran serta masyarakat dalam hal pengawasan
terhadap penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
serta membangkitkan iklim kompetisi yang sehat antar daerah yang membuahkan
inovasi bagi kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan semakin luasnya
desentralisasi kekuasaan yang diberikan oleh pusat ke daerah maka hal itu
berbanding lurus dengan tanggung jawab yang harus diemban oleh pemerintah
daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih aktif mencari sumber-sumber
pendapatan baru terutama melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk
mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya.

Implementasi otonomi daerah menghendaki Pemerintah Daerah untuk
mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah,
Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak daerah dan
retribusi daerah menjadi salah sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah
dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, pajak adalah salah satu bagian terbesar dari



penerimaan negara guna mencapai suatu pertumbuhan pembangunan yang
diinginkan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung, serta digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang
memegang peran krusial dalam pembangunan dan kemajuan suatu wilayah. Di
Kota Palembang, pajak yang dikumpulkan dari masyarakat dan badan usaha
memiliki peruntukan yang sangat strategis, terutama dalam mendukung
pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Setiap rupiah yang dibayarkan oleh wajib pajak pada dasarnya adalah investasi
untuk menciptakan kota yang lebih maju, sejahtera, dan layak huni bagi seluruh
warganya. Tanpa kontribusi pajak, mustahil bagi pemerintah untuk menjalankan
program-program pembangunan yang berskala besar dan berkelanjutan.

Salah satu peruntukan utama pajak adalah pembangunan dan perbaikan
infrastruktur. Di Kota Palembang, dana pajak digunakan untuk membangun jalan,
jembatan, drainase, serta fasilitas umum lainnya yang mendukung mobilitas dan
kenyamanan masyarakat. Infrastruktur yang baik tidak hanya memudahkan
aktivitas sehari-hari warga, tetapi juga menarik minat investor untuk menanamkan
modal di kota ini, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat
secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kemajuan
ekonomi kota.

Selain infrastruktur, pajak juga dialokasikan untuk sektor pendidikan dan
kesehatan, dua pilar penting dalam membangun sumber daya manusia yang
unggul. Di Kota Palembang, dana pajak digunakan untuk membangun dan
merenovasi sekolah, menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, serta
memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu. Di sektor kesehatan, pajak
digunakan untuk membangun rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan
lainnya, serta menyediakan layanan kesehatan gratis atau terjangkau bagi
masyarakat. Dengan demikian, pajak tidak hanya membangun fisik kota, tetapi

juga memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang setara terhadap
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pendidikan dan kesehatan.

Peruntukan pajak juga mencakup program kesejahteraan sosial yang
bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan taraf hidup
masyarakat. Di Kota Palembang, dana pajak digunakan untuk memberikan
bantuan sosial, seperti bantuan tunai, sembako, dan program pelatihan
keterampilan bagi masyarakat miskin dan rentan. Program-program ini dirancang
untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri secara ekonomi dan
terhindar dari jerat kemiskinan. Dengan adanya alokasi dana pajak yang tepat
sasaran, diharapkan kesejahteraan sosial dapat merata di seluruh lapisan
masyarakat.

Pajak juga dapat digunakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di
Kota Palembang. Dana pajak dialokasikan untuk mendukung kinerja aparat
keamanan, seperti polisi dan satuan pengamanan, serta membiayai program-
program pencegahan kejahatan dan penegakan hukum. Keamanan yang terjamin
merupakan fondasi penting bagi terciptanya lingkungan yang kondusif bagi
kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, peruntukan pajak tidak
hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang mendukung stabilitas
dan keharmonisan masyarakat. Setiap rupiah yang dibayarkan oleh wajib pajak
memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap pembangunan kota dan
kesejahteraan warganya. Oleh karena itu, membayar pajak bukan hanya
kewajiban, tetapi juga bentuk partisipasi aktif dalam membangun masa depan
yang lebih baik bagi Kota Palembang dan generasi mendatang.

Secara umum, Kota Palembang memiliki domain pengelolaan pajak
daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU
HKPD) dan turunannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB). Adapun jenis-jenis pajak
daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Palembang antara lain: PBB- P2
(BPHTB, PBIT (makan dan/ atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa
parkir, jasa kesenian dan hiburan), Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak
Sarang Burung Walet, Opsen PKB dan BBNKB.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang sesuai dengan
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(Peraturan Walikota Palembang Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan
Daerah Kota Palembang, 2022) bertugas melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palembang dibidang Pendapatan Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan tugas dan
fungsi BAPENDA Kota Palembang sebagai pengelola pendapatan daerah,
maka BAPENDA Kota Palembang menjadi salah satu perangkat daerah yang
menyelenggarakan pelayanan publik dibidang pajak daerah. Sebagai instansi yang
berorientasi pelayanan, BAPENDA Kota Palembang memiliki tugas memberikan
pelayanan kepada masyarakat dengan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel
yang menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Oleh karena itu
BAPENDA Kota Palembang wajib memberikan pelayanan prima kepada para
wajib pajak daerah di wilayah Kota Palembang.

Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana telah diatur dalam
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009)
dan (Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 09 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 2018) telah memberikan kerangka hukum
yang jelas bagi peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh instansi
pemerintah dalam hal ini BAPENDA Kota Palembang. Hal ini menekankan
pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses
pelayanan publik. Melalui regulasi ini, diharapkan setiap instansi pemerintah
dapat memberikan pelayanan yang prima, cepat, dan efisien kepada masyarakat.
Maka dari itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, capaian kinerja
penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh BAPENDA Kota Palembang selama
4 (empat) tahun terakhir ditampilkan pada Tabel 1.1 berikut ini:
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Tabel 1.1. Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang

TAHUN | NO JENIS PENERIMAAN TARGET AWAL TARGET PERUBAHAN REALISASI %
|1 _|Pajak Hotel 140.000.000.000.00| 45.000.000.000.00) 37.329.,220.268.00| 82.95
2 _|Pajak Restoran 250.000,000.000.00 115,000.000.000.00. 99.227.792,766.00]  86.29
|3 |Pajak Hiburan 81.,120.000,000.00. 48.000.000,000.00) 12.186.485.560.00]  25.39
| 4 |Pajak Reklame 50.000.000,000.00| 30,000,000,000.00) 18.307.596,568.00|  61.03
- 5 _|Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri (Non PLN) 5.980.000.000.00) 5.000.000.000.00 5.406.412 OZS.O_Qt 108.13
S | |Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain (PLN) 335,000,000,000.00 190,000,000,000.00 162,440,346,333.00]  85.49
i 6 _|Pajak Parkir 53.000.000.000.00) 24.000.000.000.00) 17.247. 731.610.% 71.87,
|7 _|Pajak Air Tanah 90,000,000.00 75,000.000.00) 28.813,800.00]  38.42
8 |Pajak Sarang Burung Walet 115.000.000.00| 75.000.000.00. 60.700.000.00| 80.93
9 _|Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1,700.000,000.00, 750.000,000.00) 1,171,537.443.00| 156.20
| 10 |Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 225.000.000.000.00 250.000.000.000.00 229.251.907.196.00/  91.70)
11 _|Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 330.000,000.000.00) 482.,100.000,000.00 205.265.349,382.00 42.58
Jumlah 1,502,005.000.000.00 1,190,000.,000.000.00, 787.923.892,941.00  66.21

TAHUN | NO JENIS PENERIMAAN TARGET AWAL | TARGET PERUBAHAN REALISASI %
| 1 _|Pajak Hotel 92.,000,000,000.00] 34.,000,000,000.00. 42,604,697.471.00, 12531
2 |Pajak Restoran 168.000.000,000.00| 115.000.000.000.00, 130.807.488.195.00] 113.75]
|3 [Pajak Hiburan 49,255,000,000.00| 30,000,000,000.00, 11.202.910,881.00) 37.34
|_4 |Pajak Reklame 35.000.000.000.00 18.000.000.000.00, 22.938.852,522.00] 127.44
~ |5 _|Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri (Non PLN) 6,796.000,000.00) 5.000.000,000.00, 5.805.153,637.00] 116.10]
§ Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain (PLN) 233.000.000.000.00 180.000.000.000.00 187.250.939.537.00] 104.03
|_6_|Pajak Parkir 38.000.000,000.00. 16.000.000.000.00, 17.684.098,185.00, 110.53
7 _|Pajak Air Tanah 100.000.000.00, 50.000.000.00. 53.480.700.00, 106.96
8 |Pajak Sarang Burung Walet 300.000.000.00, 20.000.000.00, 45.645,000.00] 228.23
9 _|Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2,500.000,000.00) 3.000.000.000.00, 942,781 470A00| 31.43
10 _|Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 325.000.000.000.00 225.000.000.000.00 241.73 1.534.5M{ 107.44
11 _|Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 330.000.000,000.00) 456,620,783,782.00 177,071,794,505.00,  38.78
Jumlah 1.279.951.000,000.00: 1,082,690.783,782.00 838.1 39.]76,692.@ 77.41
TAHUN | NO JENIS PENERIMAAN TARGET AWAL | TARGET PERUBAHAN REALISASI % |
1 _|Pajak Hotel 65.000.000.000.00, 60.000.000.000.00, 57.048.640.002.00, 95.08)
2 _|Pajak Restoran 160.000,000.000.00 180.000,000,000.00 189.079.075,816.00 _105.40,
3 _|Pajak Hiburan 25.000.000.000.00, 28.750.000.000.00, 31.141.275.641.00] 108.32|
™~ 4 |Pajak Reklame 32.000.000,000.00, 30.000.000.000.00, 26.971.159.150.00| 89.90]
S | 5 _|Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri (Non PLN) 6,950.000,000.00, 6.950.000.000.00. 5.863.061.780.20|  84.36)
» Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain (PLN) 245.200.000.000.00) 235,532.000,000.00 232.466.868.305.00| 98.70)
6 |Pajak Parkir 25,000,000,000.00, 24,500.000,000.00) 24,983,066,084.00/ 101.97,
|7 |Pajak Air Tanah 57.000.000.00) 57.000.000.00) 61.776,200.00] 108.38
| 8 |Pajak Sarang Burung Walet 180,000,000.00 180,000,000.00, 180,770,000.00{ 100.43]
9 |Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2.000.000.000.00 2.000.000.000.00| 2.162.970.772.00, 108.15
|_10_|Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 264.000,000.000.00 264.,000.000,000.00 258.892,067,832.00,  98.07,
11 _|Bea Perolchan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 245.000.000.000.00, 248.418.000.000.00, 343.868.832.204.00[ 138.42
Jumlah 1,070,387,000,000.00 1,080,387,000,000.00,  1,172,719.563,786.20| 108.55

NO JENIS PENERIMAAN TARGET AWAL TARGET PERUBAHAN REALISASI %o
| 1 |Pajak Hotel 75.000.000,000.00. 54.,000.000.000.00. 61.528,095,283.00] 113.94
| _2 |Pajak Restoran 195.000,000,000.00 215.000.000,000.00 220,102,428.945.00(  102.37|
3 _|Pajak Hiburan 37.500.000.000.00. 37.500.000.000.00: 37.672.963.829.00| 100.46)
13 |_4 |Pajak Reklame 32.,000.000,000.00, 29.000,000,000.00) 24.607.961.466.00,  84.86)
b 5 |Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri (Non PLN) 0,% 5.000.000.000.00, 5.761.291 499.0% 115.23
| |Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain (PLN) 250,000,000,000.00 240.,000.000,000.00 248,774,083,311.00| 103.66
6 |Pajak Parkir 30.000.000.000.00, 26.000.000.000.00) 27.543,557.803.00, 105.94/
7 _|Pajak Air Tanah 57.000,000.00, 57.000,000.00, 65.111.400.00] 114.23
|_8 |Pajak Sarang Burung Walet 180.000.000.00 180.000.000.00 113.090.000.00]  62.83
|9 |Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2,000.000,000.00, 2,000.000,000.00 1,113.501,943.00]  55.68
10 _|Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 304.000.000.000.00) 279.470.373.132.00 249.780,195,087.00,  89.38]
11_|Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 314.000.000,000.00 225.000.000.000.00 253.552.487.496.00, 112.69|
Jumlah 1.239.737.000,000.00 1,113,207,373,132.00|  1,130.614,768,062.00| 101.56

NO JENIS PENERIMAAN TARGET AWAL TARGET PERUBAHAN REALISASI %
° |1 _|Pajak Hotel 52,200.000,000.00, 56.000,000,000.00 52.352.,204,003.00| 93.49)
= 2 _|Pajak Restoran 215.000.000.000.00) 220.000.000,000.00) 191.361.469.059.00,  86.98|
g_ 3 |Pajak Hiburan 37.500.000.000.00, 32.000.000,000.00, 29.923.922,586.00| 93.51
g 4 _|Pajak Reklame 25.500.000.000.00. 24.000.000.000.00) 20.478.231,369.00  85.33
B | 5 _|Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri (Non PLN) 6,464.000,000.00] 5.000.000,000.00 4.798.352,708.00|  95.97

IN Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain (PLN)

240.000.000.000.00| 246.000.000.000.00)
9.000.000.000.00. 11,000.000.000.00

216.535.689.587.00]  88.02)
10.310.083.067.00,  93.73

6 |Pajak Parkir
7 _|Pajak Air Tanah 68.000,000.00] 68.000.000.00, 34.624.275.00, 50.92]
8 |Pajak Sarang Burung Walet 209.000.000.00) 50.000.000.00. 49.435.000.00| 98.87)
|9 |Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2,586.309,690.00 850,000,000.00 775.420,979.00, 9123
10_|Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 280.000.000.000.00 280.000.000.000.00 248.226.517.849.00| 88.65
11 _[Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 280,000.000,000.00, 280,000,000,000.00, 209.419.312,956.00| 74.79,
Jumlah 1,148,527.309.690.00 1,154,968.000.000.00, 984.265.263.438.00|  85.22|

Sumber : BAPENDA Kota Palembang, 2020-Oktober 2024

Realisasi penerimaan pajak daerah pada Tabel 1.1 diatas menunjukkan

tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022, kecuali tahun 2023 yang

mengalami penurunan. Penurunan dari tahun 2022 sampai dengan 2023 sebesar 6

persen. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 terdapat pembayaran BPHTB

pertamina atas sebagian besar persil lahan padang golf milik pertamina yang

berada di wilayah Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan nilai yang signifikan.
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Meskipun demikian baik di tahun 2022 maupun tahun 2023 BAPENDA Kota
Palembang telah berhasil mencapai target yang telah disepakati bersama oleh
pihak esksekutif dan legislatif. Kemudian di oktober 2024, capaain tercatat telah
mencapai 85 persen.

Berdasarkan data pendapatan pajak, Kota Palembang menghadapi
tantangan dengan beberapa tahun menunjukkan realisasi yang tidak optimal. Salah
satu faktor yang mungkin mempengaruhi perbedaan ini adalah struktur
penerimaan pajak yang lebih kompleks di Kota Palembang, mencakup berbagai
jenis pajak seperti hiburan, reklame, dan parkir yang lebih rentan terhadap
perubahan kondisi ekonomi lokal. Sementara itu, pendapatan pajak di tingkat
provinsi cenderung lebih stabil karena bersumber dari berbagai kabupaten/kota.
Selain itu, Kota Palembang kemungkinan besar lebih terdampak oleh pembatasan
kegiatan ekonomi selama masa pandemi, yang memengaruhi penerimaan dari
sektor restoran, hotel, dan hiburan. Di sisi lain, pemerintah provinsi tampaknya
berhasil menerapkan strategi yang lebih efektif dalam pengumpulan pajak, baik
melalui intensifikasi pajak maupun modernisasi administrasi. Untuk
meningkatkan kinerja pajaknya, Kota Palembang dapat mengambil pelajaran dari
kebijakan provinsi dengan fokus pada optimalisasi penerimaan sektor strategis
seperti BPHTB dan penerapan sistem perpajakan yang lebih modern dan efisien.

Walapun begitu, PAD di Kota Palembang telah meningkat secara
perlahan. Peningkatan pendapatan ini terjadi karena telah dilakukan beberapa
upaya untuk optiamalisasi PAD Kota palembang. Berdasarkan laporan dari
Subbagian Hukum — BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Berikut Peneliti
kutip pernaytaan dari perwakilan KPK berdasarkan laporan tersebut.

“Secara teknis, bekerjasama dengan Bank Daerah dalam hal ini Bank
Sumselbabel untuk memasang alat Tapping Box di setiap restoran, jadi
Jika kita makan di restoran itu, pungutan pajak langsung muncul dan
terdeteksi saat itu juga, sehingga akan meminimalisir terjadinya
penyelewengan terhadap pajak tersebut, dan masyarakat juga akan lebih
percaya dalam memberikan pajaknya”

Selanjutnya, pernyataan tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari
mantan walikota Palembang, Harnojoyo. Berikut pernyataanya.

“Kami optimis akan mampu mencapai target tersebut, potensi itu ada,
dengan system Tapping Box dari Sumselbabel, akan mengoptimalkan
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penerimaan pajak, karena pajak yang masuk dari setiap konsumen akan
masuk saat itu juga tanpa ada penyalahgunaan, hingga akhir 2018 ini
akan dipasang sebanyak 400 Tapping Box dan akan terus ditambah
sampai ribuan Tapping Box ditahun 2019
Berdasarkan kedua pernyataan tersebut, Potensi PAD Kota Palembang
masih sangat berpotensi besar terus mengalami peningkatan di tahun-tahun
mendatang. Hal ini diperkuat dengan data tren peningaktan pengguna layanan
pajak di Kota Palembang. Tren peningkatan PAD (lihat tabel 1.1) ini juga sejalan
dengan tren peningkatan pengguna layanan perpajakan. Hal ini menunjukkan
bahwa potensi akan peningkatan PAD Kota Palembang juga diikuti dengan
semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya kewajiban perpajakan dan
semakin aktif dalam memanfaatkan layanan yang disediakan oleh pemerintah,
terutama dalam hal administrasi pajak daerah. Peningkatan jumlah pengguna
layanan ini mencerminkan bahwa sistem pelayanan yang ada semakin diterima
dan dipercaya oleh masyarakat sebagai solusi yang dapat memenuhi kebutuhan
mereka. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam upaya
pemerintah atau penyedia layanan dalam memberikan pelayanan yang lebih
mudah diakses dan sesuai dengan harapan masyarakat. Meskipun demikian, masih
terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki, seperti kemungkinan terjadinya
kelambatan dalam proses layanan, kekurangan tenaga kerja yang memadai, atau
keterbatasan infrastruktur digital yang dapat mempengaruhi kepuasan pengguna.
Seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna, kebutuhan akan
peningkatan kualitas pelayanan menjadi semakin mendesak. Pelayanan yang
efisien, efektif, dan responsif harus menjadi prioritas agar dapat menangani
volume permintaan yang terus meningkat. Hal ini mencakup optimalisasi proses
operasional, pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mempermudah
akses layanan, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja yang dilengkapi dengan
pelatihan untuk memberikan layanan yang ramah dan profesional. Dengan
demikian, layanan yang diberikan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan saat
ini tetapi juga dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat di masa
mendatang. Komitmen yang kuat dalam melakukan evaluasi dan perbaikan
layanan secara berkala menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan yang

berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
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Gambar 1.1. Trend Pengguna Layanan Pajak di Bapenda Kota Palembang,
2020-2023
Sumber : Bapenda Kota Palembang, 2020-2023

Dilihat pada gambar 1.1 dijelaskan bahwa dalam kurun waktu 4 (empat)
tahun terakhir (2020-2023) jumlah pengguna layanan pajak terjadi penurunan
yaitu sebesar 2,85 persen. Banyak faktor yang harus menjadi perhatian akan
fenomena tersebut. Salah satunya bisa dilihat dari sisi kualitas pelayanan terhadap
masyarakat selaku pengguna layanan yang diberikan oleh Bapenda Kota
Palembang. Selanjutnya dijelaskan bahwa, jumlah wajib pajak yang dilayani oleh
Bapenda Kota Palembang selama kurun waktu 2020-2023 sebanyak diatas 50.000
orang per tahun. Bila dirata-rata per bulan wajib pajak yang dilayani kantor
BAPENDA Kota Palembang berada di angka 4.957 orang. Selanjutnya dijelaskan
bahwa jumlah wajib pajak yang dilayani oleh BAPENDA Kota Palembang
mencapai lebih dari 50.000 orang per tahun selama kurun waktu tahun 2020-2023.
Bila dirata-rata wajib pajak yang dilayani kantor BAPENDA Kota Palembang
berada di angka 4.957 orang per bulan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di BAPENDA Kota
Palembang hendaknya terdapat aturan yang ditetapkan sebagai acuan dasar
penyelenggaraan. Dengan ditetapkan kebijakan terkait Penetapan dan Penerapan
Standar Pelayanan Publik, maka implementasi penyelenggaran pelayanan publik
di BAPENDA Kota Palembang dapat terlaksana dengan baik secara teknis
operasional maupun tertib administrasi. Begitupun sebaliknya, kurangnya
penerapan pelayanan yang terstandar akan berdampak pada rendahnya kualitaas
layanan yang diterima masyarakat (Sutarni & Kosali, 2023). Namun demikian

masih ditemukan kekurangan terkait penyelenggaraan pelayanan pajak di
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BAPENDA Kota Palembang, dimana tidak terdapat peraturan turunan dari
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang spesifik mengatur terkait standar
pelayanan minimum di BAPENDA Kota Palembang.

Pada  hakekatnya BAPENDA Kota Palembang seharusnya
membuat kebijakan  standar pelayanan minimum sejak  diawal
proses perencanaan penyelenggaraan pelayanan pajak. Kebijakan
pelayanan publik tersebut diantaranya terkait jenis persyaratan, SOP, Waktu
Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi
pelaksana, Perilaku pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan,
Sarana dan Prasarana, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota
Palembang No 09 Tahun 2018 Pasal 23 ayat 6 tentang Standar Pelayanan. Untuk
menanggapi kondisi tersebut, pada tahun 2024 Kepala BAPENDA Kota
Palembang telah menerbitkan (Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota
Palembang Nomor 003.2/KPTS/BAPENDA/2024 Tentang Penetapan Standar
Pelayanan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2024). Penerbitan
peraturan tersebut diahrapkan dapat “Standar pelayanan pajak daerah merupakan
urusan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap wajib pajak dalam
penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan pendapatan daerah”.
Penerbitan peraturan persebut juga tidak lepas dari tuntutan dari (Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomro 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat, 2017). Peraturan ini mendorong agar kualitas pelayanan publik
termasuk pelayanan pajak di BAPENDA Kota Palembang meningkat. Perubahan
aturan ini merupakan komitmen yang tinggi untuk mereformasi layanan
perpajakan di instansi terkait dan dapat berdampak pada penigkatan kepatuhan
sukarela wajib pajak (Pratama & Mulyani, 2019).

Tabel 1.2. Jenis layanan perpajakan di BAPENDA Kota Palembang

No. Jenis Pelayanan

1 Pelayanan Pendaftaran NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)

2 Pelayanan Pembayaran pajak melalui Official Assessment (Reklame)

Universitas Sriwijaya



10

3 Pelayanan Pembayaran pajak melalui Official Assessment (Air Tanah)

4 Pelayanan Penerbitan SKPD Reklame

5 Pelayanan Penerbitan SKPD Air Tanah

6 Pelayanan kepada wajib pajak untuk PBJT atas Tenaga Listrik

7 Pelayanan kepada wajib pajak untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

8 Pelayanan kepada wajib pajak untuk PBJT atas Jasa Makanan dan/atau
Minuman

9 Pelayanan kepada wajib pajak untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan

10 | Pelayanan kepada wajib pajak untuk Pajak Sarang Burung Walet

11 | Pelayanan kepada wajib pajak untuk PBJT atas Jasa Parkir

12 | Pelayanan kepada wajib pajak untuk PBJT atas Jasa Perhotelan

13 | Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

14 | Pelayanan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

15 | Pelayanan Revisi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

16 | Pelayanan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan

17 | Pelayanan Pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan

18 | Pelayanan Penggabungan/Pemecahan Pajak Bumi dan Bangunan

19 | Pelayanan Mutasi/perbaikan data

20 | Pelayanan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan

21 | Pelayanan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

22 | Pelayanan Permintaan salinan PBB/permintaan keterangan NJOP

23 | Pelayanan Pengurangan Utang Pajak

24 | Pelayanan Pengurangan Denda

25 | Pelayanan Administrasi Surat Masuk

26 | Pelayanan Administrasi Surat Keluar

27 | Pelayanan Pemeriksaan secara lengkap dan sederhana

28 | Pelayanan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Sumber: BAPENDA Kota Palembang, 2025

Berdasarkan tabel 1.2, dapat diketahui bahwa (BAPENDA) Kota

Palembang menyediakan 28 jenis pelayanan perpajakan daerah yang mencakup
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berbagai aspek administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran Nomor Pokok
Wajib Pajak Daerah (NPWPD), pembayaran pajak melalui mekanisme official
assessment, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), hingga layanan
khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti jasa
perhotelan, parkir, kesenian, dan makanan/minuman. Selain itu, BAPENDA juga
memberikan layanan pendukung seperti permintaan salinan dokumen pajak,
pengurangan utang dan denda, pengajuan keberatan, pemeriksaan, serta
pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Keseluruhan layanan ini dirancang
untuk mendukung tata kelola pajak daerah yang efektif, transparan, dan
berorientasi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun dalam pemberian pelayanan pajak di BAPENDA Kota
Palembang, hendaknya didukung pemanfataan teknologi informasi, dengan
harapan dapat memberikan dampak pada meningkatnya kepuasan masyarakat
dalam hal ini wajib pajak . Pemanfaatan teknologi dapat mereformasi layanan
perpajakan karena memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak dan
kepatuhan wajib pajak (Susanto, 2021). Lebih lanjut, kebijakan yang dirancang
untuk memberikan pelayanan pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi
belum sepenuhnya terpenuhi karena keterbatasan sumber daya dan fasilitas
penunjang (Sofianti et al., 2021). Hal ini menyebabkan pelayanan pajak masih
dilakukan secara manual/offline datang langsung ke BAPENDA Kota
Palembang, dimana berdampak pada penumpukan antrian wajib pajak pada
waktu- waktu tertentu. Modernisasi sistem administrasi perpajakan sangat penting
dilakukan dengan mengadopsi teknologi digital yang terintegrasi untuk
mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak serta meningkatkan
akurasi data

Kondisi-kondisi seperti tidak upadate nya SOP dan belum menerapkan
layanan berbasis digital menyebabkan permasalahan baru, yaitu wajib pajak yang
malas untuk melakukan pelaporan, hingga nominal laporan yang dilaporkan tidak
sesuai dengan nominal asli. Salah satu faktor utama yang menjadi penghambat

adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum diperbarui sesuai
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dengan perkembangan zaman. SOP yang masih konvensional dan tidak efisien
menyebabkan proses administrasi perpajakan menjadi lambat, rumit, dan kurang
transparan. Hal ini menciptakan ketidaknyamanan bagi wajib pajak, baik
perorangan maupun badan usaha, sehingga banyak yang enggan memenuhi
kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, SOP yang tidak update juga seringkali
menimbulkan kebingungan bagi petugas pajak dalam melakukan verifikasi dan
pemantauan, yang berujung pada kurang akuratnya data yang dimiliki.

Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap belum optimalnya realisasi
pendapatan pajak adalah tidak adanya digitalisasi pelayanan. Kota Palembang,
sebagai salah satu kota besar di Sumatera Selatan, seharusnya sudah mampu
mengadopsi  teknologi  digital dalam sistem perpajakannya. Namun,
kenyataannya, proses pelaporan pajak masih banyak mengandalkan metode
manual, seperti pengisian formulir fisik dan antrean panjang di kantor pajak.
Kondisi ini tidak hanya memakan waktu dan tenaga, tetapi juga menciptakan celah
bagi ketidakdisiplinan dalam pelaporan. Banyak wajib pajak yang malas
melapor karena merasa prosesnya terlalu berbelit-belit dan tidak praktis. Selain
itu, ketiadaan sistem digital juga mempersulit pemantauan dan validasi data,
sehingga seringkali ditemukan laporan nominal yang tidak sesuai antara yang
dilaporkan wajib pajak dengan potensi sebenarnya.

Ketidaksesuaian nominal ini tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi
juga menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak yang telah mematuhi aturan.
Tanpa sistem digital yang terintegrasi, sulit bagi pemerintah untuk melakukan
cross-check data secara akurat, sehingga potensi kebocoran pendapatan pajak
menjadi tinggi. Selain itu, minimnya edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya
membayar pajak serta cara pelaporan yang benar juga turut memengaruhi
kesadaran wajib pajak. Banyak masyarakat yang belum memahami betul manfaat
pajak bagi pembangunan kota, sehingga mereka cenderung menganggap pajak
sebagai beban kewajiban yang harus dipenuhi.

Penelitian yang membahas mengenai pelayanan di sektor public telah
dilakukan oleh berbagai penelitian sebelumnya. Pada penelitian (Aryansah et al.,
2023) yang mengevaluasi kebijakan pelayanan pajak elektronik dengan

menggunakan penelitian kualitatif, dan ditinjau dengan menggunakan metode
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(CIPP) conteks, input, proces dan product. Penelitian serupa juga dilakukan oleh
(Suhendro et al., 2024) yang bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan perpajakan
dengan metode kualitatif, dan juga ditinjau dengan metode CIPP. Kemudian
penelitian dari (Bahri et al., 2018; Pratama & Mulyani, 2019) yang berfokus pada
kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan menggunakan
metode kuantitatif.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, penelitian ini akan mengisi
kesenjangan penelitian dengan tujuan penelitian, yaitu untuk untuk mengevaluasi
kebijakan pelayanan perpajakan yang dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah
(BAPENDA) Kota Palembang, khususnya dalam konteks standar pelayanan
minimum. Penyusunan kebijakan pelayanan publik termasuk dalam sektor
perpajakan seharusnya dilakukan secara sistematis dan terstruktur sejak awal
perencanaan. Hal ini mencakup penetapan elemen-elemen kunci pelayanan seperti
persyaratan, prosedur operasional standar (SOP), waktu penyelesaian, biaya atau
tarif layanan, spesifikasi produk layanan, kompetensi dan perilaku pelaksana,
mekanisme penanganan pengaduan, pengelolaan saran dan masukan, hingga
kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Aspek-aspek tersebut telah diatur
secara normatif dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 09 Tahun 2018
Pasal 23 ayat (6), yang mengamanatkan perlunya penyusunan dan penerapan
standar pelayanan secara menyeluruh. Namun dalam praktiknya, masih terdapat
kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaannya, baik dari sisi konsistensi
kebijakan maupun kualitas implementasi teknis di lapangan. Sebagai respons
terhadap tantangan tersebut, pada tahun 2024 Kepala BAPENDA Kota
Palembang telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota
Palembang Nomor 003.2/KPTS/BAPENDA/2024 tentang Penetapan Standar
Pelayanan. Kebijakan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan tata kelola
pelayanan perpajakan, namun sejauh mana efektivitas dan kualitas
implementasinya masih memerlukan kajian ilmiah yang mendalam. Dengan
demikian, evaluasi terhadap kebijakan pelayanan perpajakan ini tidak hanya
penting dari segi akuntabilitas publik, tetapi juga sebagai sarana untuk menilai
tingkat kesesuaian antara kebijakan normatif dan realitas implementasi di

lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
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penguatan kebijakan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan wajib pajak,
efisiensi birokrasi, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pajak
daerah.

Selain itu, mengevaluasi kebijakan pelayanan pajak daerah dalam rangka
optimalisasi PAD Kota Palembang menjadi sangat penting karena pendapatan asli
daerah memiliki peran yang krusial dalam mendukung pembangunan daerah dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Kota Palembang, yang
merupakan salah satu kota besar di Indonesia, optimalisasi PAD dapat menjadi
sumber utama untuk membiayai berbagai program pembangunan yang
diperlukan. Oleh karena itu, kebijakan pelayanan pajak daerah yang efektif dan
efisien akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan PAD, yang pada
gilirannya akan memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam menyediakan
fasilitas publik, infrastruktur, serta pelayanan sosial lainnya. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah daerah
dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan penerimaan

pajak dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang ada.

1.3. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang akan diangkat

dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana evaluasi pelayanan pajak daerah dalam rangka optimalisasi PAD
Kota Palembang?

2. Apa penyebab tidak maksimalnya pelayanan pajak daerah dalam rangka
optimalisasi PAD Kota Palembang?

1.4. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah penelitan, adapun tujuan penelitan yaitu:
1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi kebijakan pelayanan pajak daerah
dalam rangka optimalisasi PAD Kota Palembang.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengalisis penyebab tidak maksimalnya

pelayanan pajak daerah dalam rangka optimalisasi PAD Kota Palembang.
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1.5. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu
administrasi publik, khususnya dalam mengevaluasi kebijakan pelayanan
pajak di tingkat daerah. Temuan penelitian dapat memperkaya teori evaluasi
kebijakan dan pelayanan publik, sekaligus memberikan perspektif baru yang
relevan bagi akademisi dan praktisi yang tertarik dengan studi kebijakan
perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga menghadirkan bukti empiris yang
memperkuat pemahaman terhadap pelaksanaan kebijakan pelayanan pajak di

Kota Palembang, sehingga menjadi referensi berharga untuk kajian serupa.

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini bermanfaat praktis yaitu sebagai acuan dalam
mengidentifikasi kekurangan kebijakan pelayanan pajak yang sedang
berjalan. Hal ini dapat menjadi perbaikan sistem dan peningkatan kualitas
layanan kepada masyarakat. Secara tidak langsung, peningkatan kualitas
layanan pajak ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak, yang
pada akhirnya meningkatkan PAD melalui penerimaan pajak daerah dan

mendukung pembangunan Kota Palembang.
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